
 

 

 

BUPATI PESAWARAN 

PROVINSI LAMPUNG 

 

PERATURAN BUPATI PESAWARAN 

NOMOR 57 TAHUN 2021 

TENTANG 

STANDAR BIAYA MASUKAN DI DESA TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PESAWARAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, 

Pemerintah Kabupaten Pesawaran perlu menetapkan Standar 

Biaya Masukan di Desa; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Standar Biaya Masukan di Desa Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749); 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran 

Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); 

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495); 

  4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun 

2014 Nomor 2094); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611); 

 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 

93, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 

89); 

 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran 

Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten 

Pesawaran Nomor 96); 

  11. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 53 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran 

Tahun 2021 Nomor 480); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DI 

DESA TAHUN ANGGARAN 2022. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 



3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran. 

4. Bupati adalah Bupati Pesawaran. 

5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Pesawaran. 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah lembaga 

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis. 

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan 

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan desa. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat 

PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. 

14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah 

perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan 

keputusan kepala desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

15. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur 

pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. 

16. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut kaur, adalah perangkat desa yang 

berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas 

PPKD. 

17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut kasi,adalah perangkat desa yang 

berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.  

18. Standar Biaya Masukan adalah besaran biaya yang akan ditetapkan sebagai 

acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan di desa. 

19. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu 

untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. 

BAB II 

STANDAR BIAYA MASUKAN 

Pasal 2 

(1) Standar Biaya Masukan digunakan sebagai harga satuan umum untuk 

penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta 

pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan Anggaran Tahun 2022. 

(2) Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  



a. Standar honorarium. 

b. Standar biaya penyelenggaraan pemerintahan desa. 

(3) Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

lampiran I dan lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran. 

 

Ditetapkan di Gedong Tataan  

                                                                    Pada tanggal 31 Desember 2021 

 
BUPATI PESAWARAN, 

 
ttd. 

 

                  DENDI RAMADHONA K. 
 

Diundangkan di Gedong Tataan  

Pada tanggal  3 Desember 2021 
 

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, 
 

       

ttd. 
 

                                      SYUKUR 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 484 
 

Sesuai Dengan Salinan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDAKAB PESAWARAN, 

              
 

ttd. 

 
RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H. 
Penata Tk. I 

NIP. 19840919 201101 1 006 


